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ABSTRAK

Perjanjian Kerjasama Layanan Astinet, Wifi.id, Webhosting antara
Bidang Teknologi Informasi dan KomunikasiPolda Riau dengan PT.
Telekomunikasidndonesia Witel. Riau Daratan adalah perjanjian penggunaan
fasilitas internet, pthak PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan,
melakukan kelalaian dalam hal penghitungan tarif penggunaan layanan
internet karena jumlah tarif yang, dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah
kapasitas. S0Mbps yang' -diterima oleh BidangsTcknologi Informasi dan
Komunikasi Polda Riau. PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan
hanya memberikan kapasitas 20Mbps kepada Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi Polda Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penulisan
tesis ini pertama Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Layanan Astinetr, Wifi.id,
Webhosting antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau
dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan serta Akibat
Hukum Terjadinya Selisih Bayar Dalam Perjanjian Kerjasama Layanan
Astinet, Wifi.id, Webhosting Antara Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pelda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indenesia Witel Riau
Daratan.

Jenis penelitian i adalah Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang
mengambil data secara langsung dari populasi dengan alat pengumpul data
yaitu wawancara, setelah itu data diambil dan dilakukan pengolahan sehingga
diperoleh kesimpulan dengan metode deduktif. Sedangkan jika dilihat dari
sifatnya, maka penelitian «ini ‘bersifat deskriptif yaitu penelitian yang
menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Dalam perjanjian tersebut pihak Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi Kepolisian Daerah Riau menggunakan jasa dan fasilitas
telekomunikasi yang diberikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau
Daratan sebesar 50Mbps, namun setelah kontrak ini berjalan selama 1 (satu)
tahun pada tahun 2019 pihak PT. Telekomunikasi Indonesia ternyata tidak
memberikan fasilitas penyediaan telekomunikasi sebesar 50Mbps dan hanya
memberikan  fasilitas  telekomunikasi  sebesar  20Mbps,  sehingga
mengakibatkan terjadinya selisih bayar dalam perjanjian kerjasama tersebut.
Pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau menilai hal ini

10
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merupakan tindakan wanprestasi, karena tidak sesuai dengan isi perjanjian,
karena pihak Polda Riau dirugikan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Witel
Riau Daratan atas tidak sesuainya isi perjanjian dengan realisasi dilapangan.

Kata

) , 7 Mbps received by the
Information a jcati ) f th Riau Police. PT.
Telekomunika ) 20Mbps to the
Information anc

Based on t n writing this thesis
is the implementa on Agreement, Wifi.id,
Webhosting between ation Technology Sector
of the Riau Police ana nikasi Witel Riau Mainland

ferences in the Astinet Service
Cooperation Agreement, Wifi.id, Webhosting Between the Information and
Communication Technology Sector of the Riau Police and PT.
Telecommunications Indonesia Witel Riau Mainland.

This type of research is sociological or observational research, namely
research that takes data directly from the population with data collection
tools, namely interviews, after which the data is taken and processed so that
conclusions are obtained using the deductive method. Meanwhile, if viewed
from its nature, this research is descriptive, namely research that explains in
the form of clear and detailed sentences.

In the agreement, the Information and Communication Technology
Division of the Riau Regional Police uses the telecommunication services and
facilities provided by PT. Telekomunikasi Indonesia at 50Mbps, but after this

11
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contract runs for 1 (one) year in 2019 PT. Telekomunikasi Indonesia
apparently does not provide telecommunications facilities of 50Mbps and only
provides telecommunications facilities of 20Mbps, resulting in a difference in
payments in the cooperation agreement. The Information and Communication
Technology Division of the Riau Police considered this an act of default,

12
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BAB I

PENDAHULUAN

kekuranga
Manusia t
kehadiran kegiatan usaha
memilih mitra

kerjasama t

dimiliki diri sendiri ‘ anf: diri sendiri maupun mitra

istilah ”"Hukum Perikatan” untuk menggambarkan ketentuan hukum yang

mengatur transaksi dalam masyarakat. Ada yang menggunakan istilah “Hukum
Perutangan”, “Hukum Perjanjian” ataupun “Hukum Kontrak”. Masing-masing

istilah tersebut mempunyai artikulasi yang berbeda satu dengan lainnya'.

! Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cetakan ke-2. Kencana Prenada

Media Group, Jakarta, 2006, hal. 1.
19
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Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu contract of

law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenscomstrecht.

Michael D. Bayles mengartikan contract of law atau hukum kontrak adalah

mengkaji
diperhatikan perbuatan se ANg ) actual dan post

contractual. P K¢ faha : lan penerimaan,

1.
2. Adanya subyek Hukum
3.  Adanya prestasi

4.  Adanya kata sepakat

5. Adanya akibat hukum

2 Salim HS, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, cetakan ke-4, Sinar
Grafika, Jakarta, 2006, hal. 3.
20
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perjanjian yang terdiri dari empat yaitu:

a. Apa yang dijanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas
untuk menetapkan kewajiban masing-masing pihak.
b.  Apa yang dijanjikan oleh masing-masing tidak bertentangan

dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.*

3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320.
4 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2000, hal. 17
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Perjanjian kerjasama atau kontrak saat ini banyak terjadi dan banyak

dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis di Indonesia, tidak terkecuali yang

dilakukan PT. Telekomunikasi Indonesia dengan Polda Riau dalam hal perjanjian

pihak lain.
memberikan jala . bila para pihak. berbagai kegiatan

perusahaan dapat terselesai 2 itu alnya perjanjian

Telekomunikasi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata Perjanjian adalah
“perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang atau lebih.” Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum, antara dua

orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan
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kewajiban masing-masing pihak. Karena dengan perjanjian yang dibuat para

pihak tersebut merupakan sumber perikatan.’

Perjanjian juga bisa dikatakan sebagai perbuatan untuk memperoleh

Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian
harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang
melakukan perjanjian.

Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan

bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali

5 Ahmadi Miru dan Sakka Pati. Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456
KUHPERDATA), Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 63
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yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cukup. Pasal 1330

KUHPerdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk

membuat suatu perjanjian yakni:

%

kur bila para

berumur 21

tetapi sudah

. 1 Tahun 1974
ndang-Undang

adalah bila telah

SN Wl

N

Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang
Perkawinan, ketentuan ini sudah ridak berlaku lagi).

Syarat Objektif

Disebut sebagai syarat objektif dalam suatu perjanjian karena
menyangkut mengenai objek yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Adapun syarat objektif tersebut adalah sebagai berikut:
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a.  Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa

perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.

b.  Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian

kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak
memenuhi syarat subjektif yang tercantum pada syarat sah perjanjian. Sedangkan
apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi

hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak

¢ R.M. Panggabean. “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”. Jurnal Hukum No. 4 Vol.

17 Oktober 2010: 651 — 667, hal. 654
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pernah ada suatu perikatan. Dalam peristiwa ini adanya kerugian bagi kreditur
terhadap debitur bila kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak debitur.

Perjanjian kerjasama yang dibuat antara PT. Telekomunikasi Indonesia

lam perjanjian

elekomunikasi

ditanggapi seirus oleh pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kepolisian Daerah Riau dan menanyakan hal tersebut kepada pihak PT.
Telekomunikasi Indonesia, karena bagaimanapun pihak PT. Telekomunikasi
Indonesia sudah melanggar isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak

yaitu mengenakan tarif yang tidak sesuai dengan pemakaiannya.
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Berdasarkan hal tersebut menurut penulis sangat perlu dicermati lebih lanjut
mengenai perjanjian antara kedua belah pihak, dimana PT. Telekomunikasi

Indonesia telah melakukan kesalahan dengan mengenakan tarif yang tidak sesuai

sepihak ole > Tek nfor I epolisian Daerah
Riau karena telat vikan pi ';' ] i ﬂ’ an Komunikasi
Kepolisian h Riau, karena bagaimanapun setia an yang telah

disepakati, yar

kerugian, untuk itu perjanjian penggunaan layanan jasa Telekomunikasi ini dapat
dilakukan pembatalan sepihak oleh pihak Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi Kepolisian Daerah Riau. Untuk itu penulis akan membahasnya lebih
lanjut dalam sebuah penulisan karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul “Akibat
Hukum Terjadinya Selisih Bayar Dalam Perjanjian Kerjasama Layanan

Astinet, Wifi,id, Webhosting Antara Bidang Teknologi Informasi dan

27



Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Riau

Daratan.”.

wab dalam
&
=

nan Astinet,
=
Er dan
e O
w =
0 E' donesia Witel
® =
= g
d E Bayar Dalam
=
é E bhosting Antara
3 E
7 ]

. . d PT.
o au dengan
2 7

ﬁ!
T 2
:”T =
= =
E dalam penelitian ini adalah
=

sebagai berikut:
a.  Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Layanan
Astinet, Wifi.id, Webhosting Antara Bidang Teknologi Informasi
dan Komunikasi Polda Riau dengan PT. Telekomunikasi

Indonesia Witel Riau Daratan.
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b.  Untuk mengetahui Akibat Hukum Terjadinya Selisih Bayar

Dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Astinet, Wifi.id,

Webhosting  Antara Bidang Teknologi Informasi dan

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DA disay yepepe i uamnjo(

1)

2)

omunikasi Indonesia

0

emenuhi dan
1 gelar Sarjana

Pasca Sarjana

b.  Kegunaan Praktis

Bagi Pihak PT. Telekomunikasi Indonesia agar lebih
berhati-hati  dalam  melakukan penghitungan tarif
penggunaan jasa telekomunikasi.

Bagi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kepolisian Daerah Riau, diharapkan hasil penelitian ini
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menjadi masukan agar Bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dapat mengetahui

hak dan kewajiban dalam melakukan perjanjian.

walaupun 1 cla ‘ : I adap masalah yang

dihadapi.’

yang tidak

dalam penelitian ini adalah untuk memberi ars au petunjuk dan

meramalkan serta menj k ] / un teori, yang

keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan
tidak adil tergantung pada kekuatan yang dimiliki. Untuk menjadi adil
cukup terlihat mudah, tetapi tentu saja penerapannya tidak mudah
dalam kehidupan manusia. Kata ‘“keadilan” dalam bahasa Inggris

adalah “justice” yang berasal dari bahasa latin “justitia”. Kata

7

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta, 2000, hal. 6
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“justice”, pada dasarnya memiliki tiga macam makna yang berbeda

yaitu?®;

a.  Secara atributif, berarti suatu kualitas yang adil atau fair

masyarakat. Dengan demikian, semua tindakan yang cenderung untuk
memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah
adil.

Keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai

keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk

8

Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung,
2004, hal. 239
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mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses

dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali

didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka

hukum udara dikenal beberapa sistem tanggung jawab keperdataan,
yaitu tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan atau
tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (based on
fault liability), tanggung jawab berdasarkan praduga (presumption

of liability), dan tanggung jawab mutlak (strict liability). Prinsip

° Ibid, hal. 241
19 Jbid, hal. 242
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keadilan dipilih karena mengadopsi ide yang lebih realistis dalam
menyusun aturan sosial di atas prinsip saling menguntungkan, yang

akan meningkatkan efektifitas kerja sama sosial. Dalam konsepsi

prinsip keadilan

Aaaeauag

Kedua, sebagai efisiens strasi dari sumber-sumber sosial untuk
memaksimalkan kepuasan dari sistem dari keinginan yang
dikonstruksikan oleh pengamat yang netral dan objektif.
2. Teori Tanggung Jawab
Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep

hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang

! Ibid, hal. 244
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menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan
pengertian kewajiban.'? Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak

pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang

anggung jawab
jawab secara

dia memikul

dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang
dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu

bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai

12 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 55
13 Ibid., hal. 57
14 Hans Kalsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, PT. Raja Grafindo Persada Bandung:
2006, hal. 95
15 Ibid., hal. 81
16 Ibid., hal. 95
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tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori
tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) ketegori

9
R
)
’

L

&

&
.,
o
&
“
)

c.  Guru bertanggung jawab atas muridnya.

d.  Kepala tukang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan
oleh pekerja yang berada dibawahnya.

e. Pemilik binatang bertanggung jawab atas tindakan yang

dilakukan oleh binatang peliharaannya.
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f. Pemilik gedung bertanggung jawab atas ambruknya gedung
kerena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam

pembangunan maupun tatanannya.

o
&g
o j
&
ﬁ ;

ABNA

yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah
pengawasannya. Corporate liability memiliki pengertian yang
sama dengan vicarious liability. Menurut doktrin ini, lembaga

yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung

17 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan konsumen, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
hal. 92
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jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.'® Persoalan
semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum

tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya.

ngirim atau penerima

S LIRSS N s ?
ﬁ a kesalahan

ak dan harus

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk
selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam
lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.?’.

d.  Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability)

18 Ibid., hal. 94
9 E.Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995),
Mandar Maju, Bandung: 2000, hal 37.
20 Ibid., hal. 95
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Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan
prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung

jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak

S

\lo‘

A ) )
=
S
=
[
g
2

Hukum itu juga memiliki fungsi, adapun fungsi hukum adalah
melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan

21 Ibid., hal. 96
22 Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 45
2 C.S.T. Kansil., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,
2012, hal. 38.
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tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam

arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.*

Menurut A. Ridwan Halim dalam buku Dudu Duswara

hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.?’
Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

24
25

26

Sajipto Raharjo., /lmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 18.
Dudu Duswara Machmudin, //mu Hukum Sebuah Sketsa, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001,
hal. 50
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofls Sosiologis, PT. Toko Gunung
Agung Tbk, Jakarta, 2008, hlm. 192
R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 295
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orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

hukum.

rhadap satu orang

hubungan hukum

3. Perjanjian Layanan Astinet, Wifi ID, Webhosting adalah perjanjian
penggunan layanan Jasa Telekomunikasi yang dilakukan oleh Bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT.

Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan.?°

F. Metode Penelitian

28 Ibid, hal. 296
2 Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 355
30 Ibid. hal. 589
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Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai
dengan standar keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk

menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode

itu mengkaji
erjadi dalam
atu penelitian

atau keadaan

+ AN’

R
<«
<3
hh
jev)
E
»
=]
g
=
7]
g

pokok-pokok masalah yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu
penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin

tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud

31 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002. hal. 15
41



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori atau

menyusun teori-teori baru.*?

2. Lokasi Penelitian

sebanyak 1 orang,
4.  Sumber Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

32 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjaun Singkat).
Rajawali Pers. Jakarta. 2010, hal. 10
33 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo. Jakarta. 2005, hal. 118
3% Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. Metode Penelitian Survei. Liberty, Yogyakarta. 2000,
hal. 22
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Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis

melalui wawancara dan yang berhubungan langsung dengan

pokok masalah yang dibahas.

dari kajian

%

data tersebut

<Y \\\“:\ \

-
E
:
g
E
=
3
=
aQ

seperti buku-buku perjanjian, skripsi, tesis, jurnal dan lain-
lain.

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum,

kamus besar Bahasa Indonesia.
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5.  Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi lengkap yang dibutuhkan

peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan tehnik

ara dengan
an-pertanyaan

oleh peneliti

ertanyaan yang

endapatkan data

yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan
dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan
penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua
fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.** Selanjutnya diuraikan dan

disimpulkan dengan memakai metode berfikri deduktif. Pada prosedur

35 Aslim Rasyad, Metode Iimiah: Persiapan Bagi Peneliti, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hal. 20.
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deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah

diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan

baru) yang bersifat lebih khusus.*®

313 KUHPerdata
lana satu orang

th. Menurut R.

a. A artikan bagai perbuatan hukum, yaitu

perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

b.  Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya“
dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Sehingga menurut beliau

perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan

3¢ Ibid., hal. 45.
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hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang atau lebih.?’

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh para sarjana hukum

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai perjanjian di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari:

a.  Adanya para pihak.

37R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 2000, hal. 49.
38 R. Subekti, Op.Cit, hal. 1.
3 Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit, hal. 78.
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Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang yang

disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi Subyek

perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum

maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan
bukti yang kuat.

Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban
para pihak. Syarat-Syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok

yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.
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2. Jenis-jenis Perjanjian.
Perikatan yang terdapat dalam masyarakat itu bermacam-macam

tergantung kepada kepentingan atau hubungan hukum antara para pihak

dimaksud itu terjadi, dan dalam hal perikatan dengan syarat
batal, perikatan itu sudah berlangsung, sedangkan perikatan
akan berakhir pada saat kejadian yang dimaksudkan terjadi dan

karenanya maka, semua keadaan akan kembali tidak adanya

perikatan.

40R. Subekti, Op.Cit, hal. 3
48



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

c.  Perikatan dengan ketetapan waktu.
Perbedaan yang terpenting antara perikatan bersyarat

dengan perikatan ketetapan waktu, perikatan itu sudah lahir,

prestasinya

tu itu pasti

agian barang yang

UHD).

pihak terdapat beberapa orang. Kemungkinan itu terjadi, apabila
debitur terdiri dari beberapa orang maka disebut perikatan
tanggung menanggung yang pasif, dimana tiap-tiap debitur
berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika

sudah dipenuhi oleh seorang debitur saja, membebaskan debitur
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lainnya dari tuntutan kreditur dan perikatannya menjadi hapus
(Pasal 1280 KUHPerdata).

Apabila debitur terdiri dari beberapa orang ini disebut

perhitungan.
Perikatan dengan ancaman hukuman.

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu
perikatan yang menentukan, bahwa untuk menjamin
pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan kepada si berpiutang

melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhinya.
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Perjanjian dapat kita bedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaan
tersebut sebagai berikut:

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

g
o
o

'

f
v
fo

Adalah  perjanjian yang punya nama sendiri yang
dikelompokkan sebagai  perjanjian-perjanjian  khusus karena
jumlahnya terbatas, misal perjanjian jual beli.

4.  Perjanjian kebendaan dan obligatoir.

4 M. Arsyad Sanusi, Etikad Baik, Kepatutan, Dan Keadilan Dalam Hukum Perdata, Varia
Peradilan No. 103 : 1995, hal.112.
4 Ibid., hal. 87
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Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian untuk memindahkan
hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai

pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian Obligatoir, adalah

nya sejak terjadinya
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=
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2
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=
-
o
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@

hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Dalam hal ini hukum
perjanjian memberikan kebebasan untuk seluasluasnya kepada
masyarakat untuk mengadakan perjanjian aslakan tidak
melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbukanya
hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan berkontrak,

disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang
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berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

b. Asas konsesualitas.

sepakat dari mereka

S T '4

. perbuatan

WY,

\\,\\

W
~
3
@
=
(@]
=
:
g
vl

-~

demikian p
mereka dan juga tidak mendapatkan keuntungan darinya, kecuali
kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

e.  Asas berlakunya suatu perjanjian.

43 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dan Penjelasannya, PT. Alumi, Bandung, 2010,
hal. 82
* Djaja Meliala, Perkembangan Hukum PerdataTentang Benda dan Hukum Perikatan, Nuansa
Aulia, Bandung, 2007, hal. 89
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Pada prinsipnya asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian
berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, jadi pada

asasnya perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak yang

buatnya-saja, tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan
Wl SISO
diatur dalam
S i {ercantum pada
ahwa: “ Pada

s nama sendiri

2 untuk dirinya

] \\\\\\\F““
LN

Suatu  Perjanjian

by S \

hanya berlak ara piha ak ye at Py perjanjian tidak

juga untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak
ketiga, apabila suatu penetapan janji dibuat oleh seorang untuk dirinya
sendiri, suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain, memuat janji
seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh
menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak

mempergunakannya”.
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4.  Syarat-syarat sahnya Perjanjian.

Agar perjanjian sah dan mempunyai kekuatan hukum harus memenuhi

Pasal 1320 KUH Perdata yang merupakan syarat sahnya perjanjian, yaitu:

3)

Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh
Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-
Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian

tertentu.
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Tetapi dalam hal ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, karena

sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan emansipasi

wanita, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Surat Edaran

perjanjian batal. Jadi perjanjian itu harus tidak bertentangan

dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan

dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena
berhubungan dengan orang-orang yang mengadakan perjanjian. Suatu

perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak menjadikan
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perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi
memberikan kemungkinan untuk dibatalkan dengan tuntutan. Syarat

ketiga dan keempat sebagai syarat obyekyif, karena menyangkut

dalam suatu
at dari suatu

selalu disertai

Pada prakteknya tanggung jawab berupa jaminan harta kekayaan
ini dapat dibatasi sampai jumlah yang menjadi kewajiban debitur
untuk memenuhinya yang disebutkan secara khusus dan tertentu

dalam perjanjian, ataupun hakim dapat menetapkan batas-batas yang

4 J. Satrio, Hukum Yang Lahir Dari Perjanjian Baku, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, hal. 160.
46 Mariam Darus Badrulzaman, Asas-Asas Hukum Perikatan, FH USU, Medan,2010, hal. 8
47 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 17
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layak atau patut dalam keputusannya. Jaminan harta kekayaan yang
dibatasi ini disebut jaminan khusus.*® Artinya jaminan khusus itu

hanya mengenai benda tertentu saja yang nilainya sepadan dengan

1 yang artinya

diketahui sifat-

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat
membuat suatu persetujuan yang menimbulkan prikatan diantara
pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini
mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan

perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam Pasal 1338

8 Ibid., hal. 18
4 Ibid., hal. 20
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KUHPerdata. Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak

yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang

berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas

pat keseragaman,

dipakai untuk

melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-
macaam istilah mengenai wanprestsi ini, telah menimbulkan
kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestsi”. Ada
beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan

memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestsi tersebut.

30 Ibid., hal. 20
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Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah

ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal

yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali

sangat penting, oleh karena dabitur tidak melaksanakan prestasi yang
diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.™’
Menurut M. Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat

dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajuban yang tidak tepat

3 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Op.Cit, hal. 17
52 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit, hal. 50
33 Ibid., hal. 59
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pada waktunya atau dilaksankan tidak selayaknya.>* Hal ini

mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak

melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang

setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh
debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu
perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang

telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

3 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 60
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Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang

melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak

pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan

tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam
bab-bab yang bersangkutan”Pasal ini menerangkan tentang
perjanjian yang bersifat konsensual (yang lahir pada saat
tercapainya kesepakatan) yang objeknya adalah barang, dimana
sejak saat tercapainya kesepakatan tersebut, orang yang

seharusnya menyerahkan barang itu harus tetap merawat dengan
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baik barang tersebut sebagaimana layaknya memelihara barang
kepunyaan sendiri sama halnya dengan merawat barang

miliknya yang lain,yang tidak akan diserahkan kepada orang

berlangsung sampai

S Uanaaattyy

WY,

masyarakat. Artinya sepatutnya berbuat sebagai seorang pekerja
yang baik.>®

c. Tidak berbuat sesuatu.

55 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op.Cit, hal. 5
36 J. Satrio, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1999, hal. 84.
57 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 19.
38 Ibid., hal. 20
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Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti

tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah

59

diperjanjikan®”. Jadi wujud prestasi di sini adalah tidak

an a_prestasinya bukan

S Vappmaett .%

A\ )]

12
AT
e
ujy
o 4
;
[
L P

0
Y,

b.  Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang
diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang,

tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang

3 Ibid., hal. 21
60 J.Satrio, Op.Cit, hal. 52
! Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 20
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ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang
ditetapkan oleh Undang-Undang.

c.  Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.

o

-
Y

kerugian.®?> Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam
peristiwa tertentu kalau ia sebenarnya dapat menghindari
terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak
berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat

dipersalahkan kepadanya. Dimana tentu kesemuanya dengan

62 J. Satrio, Op.Cit, hal. 90.
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memperhitungan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu
terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika

“‘0

WY

S
;.;:.
=

ae]
(¢}
=.
2.
=
)

ghindari” (dapat

menduga” (akan

kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.
Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya
prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan

karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau

3 Ibid., hal. 91
% Ibid., hal. 91
%5 Jbid., hal. 92
66



tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat

. 66 .
perikatan. Vollmar menyatakan bahwa overmacht itu hanya

dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan

ak-pihak yang

dilaksanakan

y it timbul diluar

Wi
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ﬂ di karena benda
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sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total. Sedangkan
keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur

memenuhi prestasi itu bisa bersifat sementara maupun bersifat

% Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 27
7 Ibid., hal. 31
%8 Ibid.. hal. 27
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tetap.®® Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu

1alah:

1) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang

Dalam pasal 86 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2010, Bid TIK Polda Riau dipimpin oleh Kabid TIK Polda Riau yang
bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

berada dibawah kendali Waka Polda Riau.”! Bid TIK Polda Riau bertugas

 Ibid., hal. 28
70 Ibid., hal. 31
" bid...
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menyelenggarakan pembinaan tteknologi komunikasi dan informasi kepolisian,
pengumpulan dan pengolahan data, serta penyejian informasi kriminal dan

pelayanan multimedia. Dalam pelaksanaan tugas Bid TIK Polda Riau

J<

i
' dat:
.

]
”
ﬂr
e
[

Telkom Indonesia, Tbk salah satu instansi pemerintahan yang menggunakan jasa
layanan tersebut adalah Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
salah satunya yaitu Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau). Dalam penyediaan
layanan komunikasi yang ada di satuan kerja Polda Riau, Bid TIK Polda Riau
berkoordinasi dengan PT. Tekom Riau Daratan yang ada di Pekanbaru. Hal ini

dikarenakan Kantor Bid TIK Polda Riau berada satu wilayah dengan kantor PT.
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Telkom Riau Daratan yaitu di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dalam hal
penyediaan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Polda Riau, Bid

TIK Polda Riau melakukan suatu bentuk perjanjian atau kerjasama dengan PT.

Kepolisian Neg : : erseroan (Persero)
PT. Telekomun one . ' sepahaman ini

meliputi :

Riau dan Kepolisian Resor/Resor Kota yang ada di jajaran Polda Riau.
Bentuk layanan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh

Bid TIK Polda Riau dengan PT. Telkom Riau Daratan yaitu layanan telepon,

2 Salim HS., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta,
hal.78.
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layanan Internet dan layanan intranet/VPN.”> Polda Riau dalam pengelolaan

terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diemban oleh satuan Kerja

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK Polda Riau). Secara

Negara Republik

asi Indonesia,

perjanjian Kk gkungan Polda

b EL ¥ Y

Riau dan bentuk Surat

22 B

materai cukup serta di cap basah perusahaan/instandi masing-masing. Dengan

telah ditanda tanganinya Surat Perjanjian Kerja maka secara sah pihak PT.
Telkom dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan isi yang tertuang dalam Surat

Perjanjian Kerja. Hasil pekerjaan oleh pihak PT. Telkom akan dilakukan oleh

73 Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor : B/19/IV/2018 dan Nomor :
K.TEL.17/HK.840/COP-G0000000/2018, hal. 3

74 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Struktur
Organisasi Tingkat Polda, hal. 40
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pengecekan oleh pihak Bid TIK Polda Riau yang dituangkan dalam bentuk Berita
Acara Siap Operasi (BASO). BASO akan ditanda tangan oleh kedua belah pihak

yang dapat dilakukan oleh staf perwakilan dari masing-masing pihak yang dalam

hal ini dari pihalk iwakilkan Manager Government

N LTSS ) b,

a belah pihak
maka dari internal yang
kemudian ayanan kepada

pihak Bid at Perintah Kerja

A\

yang disepa adalah upgrade

Beda Band Width
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et Polda Riau

No | Layanan | Spesifikasi Exsisting Up Grade
Band Biaya Band Biaya
Width Bulanan Width Bulanan
1 | Astinet Global 8 - 20 20.014.500,-
beda Band
Width
2 | Astinet Domestik 12 - 30 11.777.080,-
beda Band
Width
Jumlah 20 50 31.791.580,-
PPN 10% 3.179.158, -
Jumlah Total 38.856.750,- 34.970.738,-
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Dari tabel diatas dapat diterangkan layanan astinet yang ada sebelumnya

(exisiting) dengan kapasitas 20 Mbps (8 Mbps Global dan 12 Domestik) dengan

menjadi Mbps ) ) estic ﬁ" ran biaya jasa
sebesar R , 0 : s‘tujuh puluh ribu
tujuh ratus

Pada 19 terja 1 I si jaringan layanan

Astinet Polda R i old: au 1r -_ % a Pihak PT. Telkom

pengecekan ulang terhadap Surat Perintah Kerja upgrade Layanan Astinet Polda
Riau dari 20 Mbps menjadi 50 Mbps dan melakukan pengecekan terhadap tagihan
bulanan jasa telekomunikasi. Benar bahwa Surat Perintah Kerja tertanggal bulan
Februari 2018 dan pembayaran layanan Astinet Polda Riau tertanggal Maret 2018.
Dengan demikian Polda Riau seharusnya sudah mendapatkan layanan Astinet

sebesar 50 Mbps bukan mendapatkan layanan Astinet sebesar 20 Mbps. Dapat
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diasumsikan bahwa Bid TIK Polda Riau tidak mendapatkan haknya sesuai dengan
Surat Perintah Kerja yang disepakati dan Bid TIK Polda Riau sudah melakukan
kewajibannya sebagai konsumen dengan melakukan pembayaran jasa
telekomunikasi ai itetapkan oleh PT.

Telko a A 738,- (tiga

uluh e j i luh delapan
p @ﬂt@WMPWWR@9 p

rupiah). ikia sitas layanan
Astinet Be P i i awah ini :
Jasa Tele tinet Ban i lda Riau
-— - *. “-.
No i g Selisih
1 La stinet ps | 30 Mbps
2 Pe na 0.738,-
| o .
Dari ta K t selisih layanan
Astinet yang diteri ar 30 Mbps yang
semula 20 Mbps 1 -
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A. . & o ¢ dstinet, Wifi.id,

unikasi Polda

Telekomunikasi Indonesia dengan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kepolisian Daerah Riau adalah perjanjian penggunaan layanan Jasa dan Fasilitas
Telekomunikasi (internet) sesuai dengan Nomor B/19/IV/2018 dan Nomor
K. TEL.17/HK.840/COP-G00000000/2018 yang dibuat oleh para pihak untuk

disepakati sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
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Pelaksanaan perjanjian kerjasama penggunaan layanan Jasa dan fasilitas
telekomunikasi (internet) antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia dibuat untuk

ang Teknologi
p. 34.168.750,-
(tiga puluh tus lima puluh
rupiah) setis

Besarnya r | as: S maka menurut

Bapak Wah lyana set tersebut harus

ditingkatkan,

Domestic) dengan total tagihan ya us dibayarkan oleh Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau sebesar sebesar Rp.

34.970.738,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus

tiga puluh delapan rupiah) setiap bulannya.’®

75 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Juliocaisar Waliputra., ST, selaku Account Manager
Goverment Service pada PT Telkom Witel Ridar, pada tanggal 20 November 2021
76 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid TIK
Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021
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Pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah
Riau telah percaya dan meyakini tindakan peningkatan kapasitas (up grade)

layanan Astinet beda band witdh menjadi 50 Mbps (20 Mbps Global dan 30

bulan April

Namu

Komunikasi Kepolisian Daerah Riau.”
Perbuatan tersebut menurut Bapak Irwansyah adalah suatu bentuk

kerugian yang dialami oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

77 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Irwansyah. M., selaku KASUBBAGRENMIN
BID TIK Polda Riau, pada tanggal 26 November 2021

8 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Irwansyah. M., selaku KASUBBAGRENMIN
BID TIK Polda Riau, pada tanggal 26 November 2021
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Kepolisian Daerah Riau yang disengaja dan dilakukan oleh PT.
Telekomunikasi Indonesia yang juga tidak menaikkan peningkatan kapasitas

(up grade) layanan Astinet beda band witdh menjadi 50 Mbps (20 Mbps

Polda Riau, da ~ NGanan tersebut teih formasi bahwa

layanan ast

Mbps dan buk

Mbps menjadi 50 Mbps dan melaku pengecekan terhadap tagihan bulanan
jasa telekomunikasi dan berdasarkan Surat Perintah Kerja tertanggal bulan
Februari 2018 terkait pembayaran layanan Astinet Polda Riau tertanggal Maret

2018 maka Polda Riau seharusnya sudah mendapatkan layanan Astinet sebesar

50 Mbps dan bukan mendapatkan layanan Astinet sebesar 20 Mbps. Dapat

7 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Irwansyah. M., selaku KASUBBAGRENMIN
BID TIK Polda Riau, pada tanggal 26 November 2021
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diasumsikan bahwa Bid TIK Polda Riau tidak mendapatkan haknya sesuai
dengan Surat Perintah Kerja yang disepakati antara Bid TIK Polda Riau

dengan PT. Telekomunikasi Indonesia. Padahal pembayaran tagihan bulanan

masing pi gka perjanjia ii’ kerjasama ini

dilakukan selam e 1" | an April tahun

dalam ketentuan Pasal 1320 F erdata yang berbunyi untuk sahnya

perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:
1.  Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya PT. Telekomunikasi
Indonesia dengan pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kepolisian Daerah Riau

80" Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Irwansyah. M., selaku KASUBBAGRENMIN
BIDTIK Polda Riau, pada tanggal 26 November 2021
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2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu pokok persoalan tertentu.

4.  Suatu sebab yang terlarang.

mengandung

kesepakata ; ] v 0 secara lisan

terjemahan dari toestemming yang ditafsirkan sebagai wilsovereenstemming
(persesuaian kehendak/ katasepakat).®?
Perbedaan pandangan dari para sarjana tersebut di atas, timbul karena

adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari

81 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Wima Aditya Mahadini, SMB., MBA, selaku
Manager Goverment Service pada PT Telkom Witel Ridar, pada tanggal 20 November 2021
82 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 97
8 Ibid, hal. 98
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perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain
meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang

memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut

AN,

seseorang

melaksanak: perjanjian ialah

an dirinya atau

AN AL

undang bagi mereka yang membuatnya.®

Perjanjian dibuat dengan adanya itikad baik, tanpa adanya unsur paksaan,
untuk itu penulis akan menanyakan kepada Bapak Wahyu Prihatmaka selaku

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau

84 Ibid, hal. 99
85 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op.Cit, hal. 36
8 R. Setiawan, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, Op.Cit, hal. 49
81
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tentang apakah perjanjian jasa dan fasilitas telekomunikasi ini dibuat dengan dasar
sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dari hasil wawancara

tersebut diperoleh keterangan bahwa perjanjian kerjasama ini dibuat atas inisiatif

yang dikehendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang

untuk melakukan perjanjian. Pihak-pihak dalam perjanjian ini dapat berupa orang
perorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum. Dalam
melakukan perjanjian, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dapat

bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula

87 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid

TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021
82



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat
bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.®®

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua

ditaati oleh ke ah pihak sel i 2 1 perjanjian ini
disebut presta : = -H ::' ATe lakukan suatu
perbuatan, | .

a dari seseorang

engan penekanan

menurut Hartkamp adalah tindakan hukum yang terbentuk dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan perihal aturan bentuk formal oleh perjumpaan
pernyataan kehendak yang saling bergantung satu sama lain sebagaimana

dinyatakan oleh dua atau lebih pihak, dan dimaksudkan untuk menimbulkan

8 Ibid, hlm. 7
8 Sri Sofwan Masjchoen, Hukum Jaminan di Indonesia, Op.Cit., hal. 1.
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akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak serta atas beban pihak lainnya,
atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak.*°

Sesuai dengan teori akibat hukum suatu perjanjian yang dinyatakan oleh

dianggap
hak dan ki

hukum ada

1. eTje dib sah._berlaku sebagai undang-

dapat ditarik kemba gan sepakat kedua belah pihak atau
karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk
itu dan perjanjian itu dilaksanakan dengan itikad baik. Sesuai

dengan Pasal 1338 KUHPerdata.

%0 Wirjono Rodjodikoro, Asas -Asas Hukum Perjanjian, Op.Cit, hal. 4

°l' Dudu Duswara Machmuddin, Op.Cit, hal. 28
84



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

2. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan
tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang

menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan

diantara masing-masing pihak. U is juga menanyakan kepada Bapak
Wahyu Prihatmaka selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kepolisian Daerah Riau tentang apakah pihak Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi Kepolisian Daerah Riau ikut serta dalam pembuatan perjanjian ini,

dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa perjanjian penggunaan

Jasa dan Fasiltas Telekomunikasi ini dibuat pihak Telekomunikasi Indonesia saja,

85
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dan pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau

tidak ikut serta dalam membuat perjanjian ini.”?

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan

kesepakatan ini lebih jelas diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH
Perdata. Terkait dengan perjanjian baku, prinsip ini harus dipenuhi
namun faktanya prinsip ini sulit diterapkan sebab salah satu pihak atau
pihak lain tidak terlibat dalam pembuatan dan menentukan isi

perjanjian, namun seseorang dapat dikatakan sepakat ketika ia

2 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid

TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021
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menandatangani dan menyetujui perjanjian baku tersebut hal ini

sangat tergantung pada kebutuhan dan kepentingannya untuk

menyatakan sepakat dengan menandatangani perjanjian baku tersebut

subjek hukum yang membuat perjanjian khususnya dalam kegiatan ekonomi, jika
tidak patuh dan tidak dilakukan dengan patut dapat memberikan konsekwensi
yakni batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Sistem hukum perjanjian yang
dianut dalam KUH Perdata sistem terbuka, dimana setiap orang dapat
mengikatkan diri dengan pihak lain dengan cara mengadakan perjanjian. Pada

prinsipnya setiap orang bebas mengadakan dan menentukan isi perjanjian,

87
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sepanjang di antara pihak-pihak telah terjadi kesepakatan. Kebebasan membuat

perjanjian ini dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, (orde), kepatutan,

dan kesusilaan (moral). Apabila ini dilanggar, maka perjanjian dimaksud diancam

Telekomunikasi Indonesia kepada Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kepolisian Daerah Riau pada saat berlangsungnya perjanjian hanya 20Mbps dan
bukan 50 Mbps sebagaimana perjanjian yang sudah di upgrade pada tahun 2019,

menjadi 50 Mbps, maka dengan demikian pihak Bidang Teknologi Informasi dan

88



Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dalam hal ini mengalami kerugian atas
tindakan tersebut.”?

Hal senada juga dikatakan Ibu Siti Wima Aditya Mahadini, selaku

iy disay yejepe il udwnyo(]

terkait kelebihan pembayaran ya ah dilakukan selama 6 (enam) bulan

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

berjalan. *°
Menurut Teori tanggung jawab yang dirumuskan oleh Hans Kelsen

dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang

%3 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid

TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021
% Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Wima Aditya Mahadini, SMB., MBA, selaku
Manager Goverment Service pada PT Telkom Witel Ridar, pada tanggal 20 November 2021
Hasil wawancara penulis dengan Bapak Juliocaisar Waliputra., ST, selaku Account Manager
Goverment Service pada PT Telkom Witel Ridar, pada tanggal 20 November 2021

95
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bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia
memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab

atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans

96 9

imana seorang
berjanji kep elakukan atau

tidak mela % atu. Pa 3 2 akukan kontrak

Menurut Pasal 1319 KUHP perjanjian kerjasama termasuk dalam
perjanjian innominaat. Berdasarkan pendapat-pendapat para sarjana tersebut dapat

diartikan bahwa perjanjian adalah sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan

perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang

% Hans Kelsen, Dasar-Dasar llmu Hukum Normatif Sebagai llmu Hukum Deskriptif Empirik,
BEE Media Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 81
97 Admiral, Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing, UIR Law Review Volume
02, Nomor 02, Oktober 2018, hal. 310
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terletak di dalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi
dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.”®

Syarat kata sepakat dan kecakapan para pihak disebut sebagai syarat

ali harus ada
a kesepakatan para
janjian dapat

thak menunjuk

diterima satu

ﬁ\*a\'i
PN '
=
5
3
=
g
3

iy disay yejepe il udwnyo(]

S
=R
3
=R
=
)
a
=
s
=)

adanya kate &"' 1 telah ada. Sejak saat itu

Q‘&‘\\

pula perjanjian dua belah pihak dan dapat

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

dilaksanakan. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa
perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.
Ketentuan ini menjelaskan bahwa perjanjian memiliki kekuatan

mengikat bagi para pihak pembuatnya dan tidak dapat ditarik

% Ahmadi Miru, Hukum Op.Cit, hal. 2
% Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia,cetakan pertama, Pustaka Yustisia,
Yogyakarta, 2009, hal. 69
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kembali secara sepihak, atau karena alasan-alasan yang
diperbolehkan oleh undang-undang.!” Secara umum keabsahan

suatu perjanjian di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1320

terjadinya suatu

dengan proses

terjadinya suatu penav arena perlu adanya kategori atau

kriteria tertentu untuk dapat dikatakan sebagai suatu penawaran. '’
Kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.

Suatu kehendak saja tidak serta merta menimbulkan perjanjian.

100 Selvi Harvia Santri, Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian, UIR
Law Review Vol 1 No. 01 April 2017, hal. 219
101 Samuel M.P. Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian, Jakarta,
Grasindo, 2012, hal. 8.
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Kehendak tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan atau
disampaikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain secara

timbal balik. Suatu kesepakatan diawali dengan penawaran, yang

nembuat suatu

an timbul dan

juga dapat dilakukan a diam-diam. Bahkan dalam keadaan
tertentu sikap berdiam diri atau tidak berbuat dapat diartikan
sebagai suatu penerimaan.'’? Salah satu syarat sahnya perjanjian,

kesepakatan memegang peranpenting dalam proses terbentuknya

suatu perjanjian. Untuk itu dapat dengan mudah mengenali

192 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang

Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung, 2010, hal. 74
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terjadinya kesepakatan apabila terdapat kesesuaian antara
penawaran dan penerimaan. Namun akan timbul suatu masalah

apabila tidak terdapat kesesuaian antara penawaran dan

subjektif, jika tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian

yang dibuat dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Pihak
yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau
pihak yang tidak memberikan perizinannya secara tidak bebas.

c. Hal tertentu.

103 R, Subekti, Op.Cit, hal. 1
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Syarat sahnya perjanjian yang berikutnya adalah perjanjian yang
dibuat haruslah mengenai sesuatu hal tertentu. Hal tertentu dalam

suatu perjanjian mengacu pada obyek perjanjiannya. Pasal 1333

i_hal tertentu bahwa

M )
itul

’ ‘[ an harus telah

ditentukan

kemudian.

i jumlah dari
udian, hanya

dihitung atau

AT A

A L XL Y

tidak menghiraukan apa yang ada dalam gagasan apa yang berada
dalam gagasan seorang atau apa yang dicita-citakan seseorang.'
Menurut Pasal1339 Kitab KUHPerdata yang dimaksud sebagai sebab
yang halal dalam suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian yang

dibuat tidak bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban

194 Ibid, hal. 20
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umum dan kesusilaan baik. Sebab yang halal dalam suatu perjanjian
adalah isi perjanjian itu sendiri.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Juliocaisar, bahwa

ang itu saling

imbulah suatu

perkataan (perjanjian dan persetu adalah sama artinya. Perkataan
kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan
tertulis.'%

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau tentang apakah hak dan

105 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Juliocaisar Waliputra., ST, selaku Account Manager
Goverment Service pada PT Telkom Witel Ridar, pada tanggal 20 November 2021
196 7pid, hal.79
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kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian ini sudah berjalan dengan baik, dari
hasil wawancara tersebut diketahui bahwa hak dan kewajiban kedua belah

sudah tercantum dalam kontrak, dan dalam pelaksanaannya terjadi persoalan

karena  PT. fasilitas
asi dan
ang tertuang
dalam kontra 11 upgre can' erugian yang
Daerah Riau
g seharusnya

ng Teknologi

dengan PT.

ECETICLS

persamaan
persamaanya n"@ esamaan hak dipandangan
manusia sebagai suatu . Q 3 sama. Inilah yang dapat dipahami
bahwa semua orang atau setia pa negara dihadapan hukum sama.
Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai

198 Dari teori ini

dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.
bahwa sesuatu harus dilakukan secara adil, ketika pihak Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau mengalami kerugian maka

197 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid

TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021
108 Carl Joachim Friedrich, Op.Cit, hal. 24
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hukum haruslah berlaku adil dengan memaksa PT. Telekomunikasi Indonesia
untuk mengganti kerugian dan menerima setiap sanksi sebagaimana yang

tercantum dalam kontrak perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah

suatu perbuatan dengan mana ) orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.!!! Perikatan adalah suatu hubungan

hukum antara dua orang atau dua pihak. Berdasarkan dimana pihak yang satu

109 J, Satrio, Hukum Perikatan, Op.Cit, hal. 23.
110 1pid, hal. 52
11 Pasal 1313 KUHPerdata
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berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain

berkewajiban memenuhi tuntutan itu.'!?

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya

berjanji memiliki hak dan kewajiba bat dari perjanjian yang mereka buat.
Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu

perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang

wajib memberikan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang

2 Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan,Yogyakarta :
Liberty, 2014, hal. 28.
113 R, Subekti, Op.Cit, hal. 138
14 Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2001, hal. 13.
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berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Subekti mengemukakan bahwa
“perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain

atau lebih, dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu

us dipenuhi kedua
melakukan
Informasi dan

asi Indonesia

ANALALY

naan fasilitas

ologi Informasi dan Komunikasi
Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia dilakukan
setiap bulannya dengan nilai biaya perbulan dan akan ditransferkan ke

rekening Telkom melalui Bank Mandiri KCP Medan Perintis dengan nomor

15 R, Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit., hal.14.
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rekening 106-000-4651769 atas nama Telkom Divrel Sumatera (Persero) Tbk,
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 5-5A Medan.

Sebelum berakhirnya masa perjanjian antara Bidang Teknologi Informasi

yang tel

telekomuni

1.

mengikat, karena perja ang ditandatangani tersebut tidak
dipenuhinya suatu syarat objektif dari suatu perjanjian

2. Penagihan sisa pembayaran yang telah dilakukan oleh Bidang

Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau

kepada PT. Telekomunikasi Indonesia. Maka dengan adanya

pemutusan sepihak ini, membuat putusnya perjanjian antara Bidang
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Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau
dengan PT. Telekomunikasi Indonesia begitu juga segala hak dan

kewajiban pun diantara keduanya pun berakhir.

Perj
diharapkan = dag erlangsung dengan baik ] rsional  sesuai
I : wm_a

kesepakataa

yang meni

oy ELE
=3
g
~
&
&
S

<%
>

Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati

dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu
pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul

peristiwa yang disebut wanprestasi.

116 Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal.
15.
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Wanprestasi adalah “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau
dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali”. Secara

umum wanprestasi adalah “Suatu keadaan dimana seorang debitur pada tahap

1, mana satu

ALAANNL

Terlambat mem i an melakukan a )a yang n.perjanjian dilarang

telah ditentukan,

==t
=
-
[
=
&
[
o
=+
2
=)
g
=)
g
=
<
o

waktu telah tiba

Akibat dari salah satu pihak tidak membayar uang yang telah diperjanjikan
semula, maka pihak yang lain menderita kerugian. Apabila salah satu pihak dalam
hal kontrak penyedian fasilitas yang diadakan itu tidak menepati janjinya pada

waktu yang telah ditentukan, maka pihak yang merasa dirugikan diharuskan

7M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. 11, Bandung: Alumni, 2016, hal. 60
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melaksanakan peneguran terlebih dahulu supaya pihak yang lain memenuhi
prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata.

Mengenai peneguran ini menimbulkan masalah, apakah teguran ini

AL
[oN
=
=
=
3
=
o

dipenuhi ia

adalah isi p 1ir dalam setiap

AN

perikatan / ¢ Kitab Undang-

vy
S -
T

3. Tidak be

wanprestasi akan menyangkal bahwa ia belum pernah menerima teguran, jika hal
ini diperkirakan sampai di pengadilan. Dengan demikian wanprestasi dalam
perjanjian antara para pihak yang membuat suatu perjanjian tidak hanya terbatas
pada tidak melakukan sesuatu yang telah disanggupi akan dilakukannya, tetapi

termasuk juga melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh salah satu

118 Djaja S Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Op.Cit, hal. 162
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pihak atau melakukan sesuatu tetapi terlambat. Mengenai wanprestasi dalam

penyediaan fasilitas telekomunikasi bagi Bidang Teknologi Informasi dan

Komunikasi Kepolisian Daerah Riau diatur secara tegas dalam Kitab Undang-

tentang ap asama penyediaan

jasa dan f: Informasi dan

Komunikas

hasil wawan

1. Setelah perjanjian ini berjalan selama 1 (satu) tahun sejak tahun 2018,
ternyata PT. Telekomunikasi Indonesia melakukan wanprestasi karena
tidak melakukan penyedian jasa telekomunikasi sebesar S0Mbps;

2. Menerima pembayaran jasa telekomunikasi sebesar S0Mbps;

9 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Wima Aditya Mahadini, SMB., MBA, selaku
Manager Goverment Service pada PT Telkom Witel Ridar, pada tanggal 20 November 2021
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3. Tidak mengecek ulang dan tidak memberitahukan secara langsung

akan kelebihan pembayaran tagihan sebesar 50Mbps.

Melihat hubungan keperdataan dalam bentuk perjanjian kerjasama yang

[ 4
or

)

telekomunikasi sebesar 50Mbps itu diluar pemahaman kami, dan kamipun sudah
melakukan pembayaran sebesar 50Mbps kepada pihak PT. Telekomunikasi
Indonesia.'?

Penulis juga menanyakan kepada Ibu Siti Wima Aditya Mahadini tentang

apakah sebelumnya PT. Telekomunikasi Indonesia telah mengetahui bahwa dari

120 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid
TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021
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awal adanya kelalaian dari pemberian fasilitas telekomunikasi sebesar 50Mbps
kepada pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah

Riau, menurut beliau bahwa hal tersebut diluar kemampuannya, karena itu bagian

‘Si-_

v
"ﬂf

lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan
pekerjaan tersebut dan biasanya juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu.
Upahnya biasa dinamakan honorarium. Dalam golongan ini lazimnya hubungan

antara seorang dokter dengan dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan

121 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Wima Aditya Mahadini, SMB., MBA, selaku
Manager Goverment Service pada PT Telkom Witel Ridar, pada tanggal 20 November 2021
122 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Op.Cit, hal. 57.
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suatu penyakit, hubungan antara seorang pengacara (advokat) dengan kliennya

yang minta diurusnya suatu perkara, hubungan seorang notaris dengan kliennya

yang minta dibuatkan akte kepadanya, dan sebagainya.

a.

dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan
perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian
akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib

berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas

123 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid
TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021
124 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari
Perjanjian), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 92.
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prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri

dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu

hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan

sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan
sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.

Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak
untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian

mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini
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berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu

orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak)

lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

telekomunikasi antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian
Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, dari hasil wawancara tersebut
dikatakan bahwa kerjasama antara Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi Indonesia berakhir karena

wanprestasinya pihak PT. Telekomunikasi Indonesia dalam melakukan
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penyediaan jasa dan fasilitas telekomunikasi terhadap Bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau.!?®

Penulis juga menanyakan kepada Bapak Wahyu Prihatma, tentang apakah

diperoleh
hubungan
kerjasama dengan PT. Tele 13 pihak Bidang Teknologi
Informasi pembayaran

goE

kelebihan lah membuat

perjanjian li dengan PT.

Telekomun

ara dengan Ibu

S L U

pada PT Telkom

PT. Telekomunikasi Indonesia belum mengetahui akan hal tersebut, dan hal itu
sebenarnya tidak menjadi masalah, dan bisa dibicarakan secara musyawarah
namun pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah

Riau, merasa bahwa kami melakukan kecurangan dalam pelaksanaan perjanjian

125 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid
TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021

126 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid
TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021
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penyediaan jasa dan fasilitas telekomunikasi antara Bidang Teknologi Informasi
dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau dengan PT. Telekomunikasi

Indonesia.'?’

siapa yang bei 1, karena ke c cetika terjadinya
kerusakan pad : (alitas tele ':"' 1da 't )19 yang lalu,
sehingga

asi Kepolisian

Daerah Riau ela 54 i yahwa  fasilitas

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang
dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan

ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang

127 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Wima Aditya Mahadini, SMB., MBA, selaku
Manager Goverment Service pada PT Telkom Witel Ridar, pada tanggal 20 November 2021
128 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid
TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021
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dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi

karena:'?®

1.  Kesengajaan.

akan dipikul oleh pihak-pihak yang melakukan wanprestasi yaitu:
a.  Pembayaran Ganti Rugi.

Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata dalam hal perikatan

perjanjian yang dibuat dengan maksud untuk tidak berbuat sesuatu,

tetapi salah satu pihak berbuat, maka pihak tersebut dinyatakan

129 Salim HS, Op.Cit, hal. 97
130 Abdulkadir Muhammad,Op. Cit, hal.2
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melakukan pelanggaran maka ia diwajibkan mengganti biaya, rugi,

dan bunga. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti

rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi

ka barang akan
idak batal demi
im. Permintaan
mengenai tidak

an, maka hakim

Peralihan risiko diatur Pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata yang
menyebutkan bahwa “Jika si berpiutang lalai akan menyerahkannya,
maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungan
siberhutang”. Dengan demikian jelas apabila debitur tidak

menyerahkan barang, maka segala sesuatu yang terjadi atas objek
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yang diperjanjikan yang menyangkut risiko berada dalam tanggung
jawab debitur tersebut.

d.  Pembayaran Biaya Perkara.

ayar bia dalam Pasal 1267

b L TEENS ) b '9‘

2
‘o

J<

wath3)

s

menuntut ganti

untuk meminta

Wanpre dahal pihak-pihak
sebelumnya tela gah wanprestasi dan
memberikan keadi .Q . da pihak-pihak, hukum

menyangkut kepentingan pribadi, yang berbeda dengan sanksi pidana berupa
hukuman fisik terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana tertentu
sebagaimana diatur dalam hukum pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Wahyu Prihatmaka

selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian

31 Andasasmita, Komar.Kontrak Pemborongan Mega Proyek, Bandung :Alumni, 1993, hal 67
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Daerah Riau tentang apakah tidak ada solusi atas wanprestasi yang dilakukan
oleh PT. Telekomunikasi Indonesia dalam hal perjanjian ini, sebenarnya pihak

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau merasa

mengakui b ‘ . ediaan fasilitas

telekomuni o . hy e . oi Informasi dan

perlu dihitung berapa besar jumla alam bentuk uang.
Selanjutnya ganti rugi tersebut dapat diperincikan dalam tiga unsur yaitu:

1.  Biaya, yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata

sudah dikeluarkan oleh satu pihak Rugi, yaitu kerugian karena

132 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid

TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021
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kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur, yang diakibatkan
oleh kelalaian debitur.

2.  Bunga, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang

berikut:

Telekomunikasi Indonesia secara sus disepakati bahwa apabila terjadi
cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

mengadakan perjanjian kerjasama tersebut, pihak yang dirugikan berhak untuk

memproleh penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau

133 R. Setiawan, Op.Cit, hal.17
117



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
atau pemberian ganti rugi.

Perihal wanprestasi harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi,yaitu

perjanjian| tele Mg Syara e1jé ,‘ estasi dalam
perjanjian Syarat stasi bukan karena

keadaan ‘ atau : Kuasaar danya kelalaian.

dikenakan ganti rugi. Namun ud dari ganti rugi tersebut tertuang dalam
Pasal 5 perjanjian ini dimana apabila pekerjaan tidak diserahkan seperti yang
ditetapkan dalam perjanjian ini, maka tanpa alasan yang diterima oleh PIHAK

PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1% (satu

134 Djohari Santoso, Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, Perpustakaan Fak. Hukum

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hal. 57-58
135 Elly Erawati, Herlien Budiono,Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian Nasional
Legal Reform Program, Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 2627
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permil) dari sisa harga kontrak untuk setiap keterlambatan dengan jumlah
denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari sisa harga kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Bidang Teknologi

pai saat ini
pihaknya nerima g U asin ekomunikasi
kerja antara
Bidang Tel

Riau dengan

PT. Teleko

Daerah Riau untuk berdiskusi al permasalahan ini dan bersedia
mengembalikan selisih pembayaran yang selama ini telah disetorkan oleh

pithak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Daerah Riau

kepada PT. Telekomunikasi Indonesia.'*’

136 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol Wahyu Prihatmaka., S.H selaku Kabid
TIK Polda Riau, pada tanggal 25 November 2021
137 Hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Wima Aditya Mahadini, SMB., MBA, selaku
Manager Goverment Service pada PT Telkom Witel Ridar, pada tanggal 20 November 2021
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Suatu peristiwa hukum merupakan perbuatan manusia yang segala

akibatnya diatur oleh hukum. Hukum diperlukan apabila ada satu pihak yang

dirugikan akibat perbuatan pihak lain yang mengadakan perjanjian itu, dan

dan Komunikasi Kepolisian Dae 1au dengan PT. Telekomunikasi
Indonesia adalah setiap peselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang
timbul antara kedua belah pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari
adanya perjanjian ini maka terlebih dahulu akan dilakukan musyawarah untuk

mencari jalan keluar, namun setelah lewat 30 hari musyawarah tidak tercapai

maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan ini
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melalui Badan Administrasi Nasional Indonesia (BANI) sebagai keputusan
final dan mengikat para pihak. Dengan demikian tampak jelas bahwa

penyelesaian perselisihan yang terjadi, semuanya telah diatur cara

mengandung

diantara para

wanprestasi dengan melakuka penuntutan melalui penyelesaian
musyawarah antara kedua belah pihak akan dimintakan penyelesaiannya
kepada pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Lazimnya pelaksanaan wanprestasi tersebut menghapus perikatan itu sendiri.

Buku III BW dalam bab IV tentang hapusnya perikatan, merinci sebab-sebab
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hapusnya perikatan, sebagaimana yang diatus dalam Pasal 1381 KUH Perdata
yaitu :
1.  Karena pembayaran

2. e ngan penyimpanan

Telekomunikasi Indonesia ini, alasan berakhirnya perjanjian adalah
karena wanprestasinya salah satu pihak. Pertanyaan yang patut diajukan,
apakah istilah ”Pembatalan dan Pemutusan” merupakan dua istilah yang
mempunyai makna dan akibat hukum yang sama atau sebaliknya berbeda

dalam dan akibat hukumnya. Untuk itu, analisis berikut ini memperjelas

pemahaman serta penggunaan kedua istilah tersebut. Dalam hukum perikatan
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yang dimaksud dengan pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu
keadaan yang membawa akibat suatu hubungan perikatan itu dianggap tidak

pernah ada. Dengan pembatalan perjanjian maka eksistensi perikatan dengan

selalu d

enuhinya unsur
ehendak atau
karena ketidakc: schingga berakibat p , at dibatalkan
1an yang tidak
atau causanya

tidak diperbolehkan sehingg iba rsebut batal demi hukum.

pembatalan apabila setelah pemba alah satu pihak tidak melaksanakan
kewajibannya (mengembalikan apa yang telah diperbolehnya) maka pihak
yang lain dapat mengajukan gugat revindikasi (Pasal 574 KUH Perdata) untuk
pengembalian barang miliknya atau gugat perorangan atas dasar pembayaran

yang tidak terutang (Pasal 1359 KUH Perdata). Untuk itu perlu dibedakan

pemahaman antara hapusnya perikatan karena pembatalan dengan hapusnya
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perikatan sebagaimana dimaksud Pasal 1381 BW (Misal hapusnya perikatan
karena pembayaran atau sebagai akibat pemenuhan perikatan). Pada

pembedaan disini, hapusnya perikatan karena pembatalan jelas menghapusnya

sebagian substa rjanjian 1 : kan dalam klausul
“kebatalan apabila satu

atau beberape - atal 1‘ dap klausul yang

Pada pembatalan perjanjian kerjasama senantiasa dikaitkan dengan tidak
dipenuhinya syarat pembentukannya (fase pembentukan perjanjian), sedang
pemutusan perjanjian kerjasama pada dasarnya mengakui keabsahan perikatan

yang bersangkutan serta mengikatnya kewajiban-kewajiban para pihak, namun

karena dalam pelaksanaannya bermasalah sehingga mengakibatkan perikatan

138 Budihardjo, Sejumlah Masalah Perikatan Pengadaan Atau Jasa, Alumni, Bandung, 2014,
,hal.7
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tersebut diputus (fase pelaksanaan perjanjian kerjasama). Pemutusan perjanjian

merupakan akibat hukum lanjutan dari peristiwa- peristiwa yang terjadi dalam

pelaksanaan pemenuhan kewajiban para pihak. Peristiwa tersebut pada
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BAB 1V

PENUTUP

ukan, maka

ologi Informasi

nakan jasa dan

emberikan fasilitas penyediaan

telekomunikasi sebesar 50Mbps dan hanya memberikan fasilitas
telekomunikasi sebesar 20Mbps.

2. Akibat Hukum Terjadinya Selisih Bayar Dalam Perjanjian

Kerjasama Layanan Astinet, Wifi.id, Webhosting Antara Bidang

Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Riau dengan PT.

Telekomunikasi Indonesia Witel Riau Daratan bahwa hal tersebut
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dinilai sebagai tindakan wanprestasi, karena tidak sesuai dengan isi
perjanjian, dimana PT. Telekomunikasi Indonesia melakukan

kecurangan dalam hal penyediaan fasilitas telekomunikasi tersebut.

Daerah Riau denga skomunikasi Indonesia, supaya tidak
dapat dibatalkan sepihak dalam perjanjian ini, karena dianggap
telah melakukan wanprestasi.

2. Sebaiknya pihak Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kepolisian Daerah Riau, perlu melakukan somasi atau peringatan

terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh PT.
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Telekomunikasi Indonesia karena tidak memiliki itikad baik dalam

melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.
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